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. PTRATURAN DAZRAU '
KABUPATEN DAERAH TIHGKAT II K EBUNMEY
ROMOR: 02 TAMUN 1980
TENTANG
SUSUNAY ORGANISASI DAN TATAKERFA .
SEKRETARIAT JILAY AH/DAFRAH KA®PATEY DAERAH TINGKAT II
DAY SEKRETARIAT DmjAll PERVAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINCKAT II KEDUMEN

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KXPALA DAERAH TINGKAT TT' KEBUMNEN

Menimbang ¢ as bahwa dalan rangka peningkatan kelanearan penyelenggaraan
: Pemerintahan sgecars berdaya guna dan berhasil guna sesuai
dengan perkenbangan Feimerintahan, maka dipandang perlu me-
netapkan kembeli susunan Organisasi dan Tatakerja Sekreta-

riat Wilayah/Dscrsh dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rake-
yat Daerch Kabupaten Daerch Tingkat ITI Kebunmen '

be bahw:s sesuai dengan pasal 36, 47 dan 84 Undang-Undang No.
5 Tahun 1974 tentang Pokolk-pokok Peimlerintshan di Daerah,
perlu menstapkan Susunan Orgamisasi dan Tatekerja Sckreta-
riat Wilayah/Daersh dan Seitretariat Dewan Perwakilan Ralk-

.
’

yat Daerah Kabupaten Daerch Tingkat IT Kebumen dalem Rr- =

aturan Dacrah,

Mengingat ! l. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Poltok-pokok Pere-
rintahan di Deerah ( Lembaran Hegara Tahun 1974 Nonor 30,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037 ) ‘

2e Undang-Undang Homor 12 Tahun 1950 tentang Pembentultan Dae-
roh=Daersh Kabupateni delom lingkungasn Propinsi Jawa Tengah

Jo Peraturan Penerintah MNomor 32 Tchun 1950 3

3¢ Keputusan Menteri Dolan Fegeri Wowmor 130 Trhun 1978 tanggal
11-8-1978 tentang Pedonan Susunan Organisasi dan Tatakerja
Sckretariat Wilayah/Deerch Tingkat II, Sckretariat Kotana-

dya Dacrah Tingkot II dan Sckretariat Dewan Perwakilan Reke

Yat Dacrah Tingkat II s

Le Keputusan Menteri Dolen Hegeri Homor 14 Trhun 1974 tentang
~  bentuk Peraturan Dzerah. -

Keburnien

4

*Dengan persééujuan Dowan Perwqljilan Rekkyat Deerah Kabupaten Daeorah Tingkat I .

MEMUTU §K AT :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DALRAN TINGKAT II KEBUMEN TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA SEKREPARIAT HILAYAH/ DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT IT DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKIL AN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT T KEBUMEN, = .

BAB I
KETENTU AN UMUM,
Pasal 1

Dalan Peraturan Drerch iri yang dimalsud dengan ¢
as Dacrah adalah Doerah Tingltat ¥I Kebunen ., ' ' :
be Pemerintah Dmerah adalah Penerintah Kabupaten Dacreh Tingkat IT Kebuncn ,
Ce Bupati Kepala Paerah ndnlnh Bupati Kepala Dnerah Thngkat IT Kebunen .

de Sckretaris Widaynh/Deorah adodah Selsretaris  Wilaoyah/Daernh Tingkat II
Kebumen ,

Ce Sckretariat VHlayah/Docrah adoleh Sckretrriat Wiloyah/Daerah Tingkat IT
Kebunen , . . .

fe Dewan Porwokilesn Rakyat Dacrah zdslah Dewan Porwaki)an Rakyht Doerah Ko=

bupaten Daerah Tingkat II K cbunen ,

| Be Sckretaris Dewsn Perwekiloni Rakyat Drerah adelah Scltretaris Dewan Poerwa-

kilan Rakyat Dmernh Kabupatien Dagrah Tingkat IT Kelunen .
. he Sckretariat , .




|
..i,/_
h, Sckrctariat Dewan Perwokilan Rekyat Drerah adalah Sckretariat

Dewan Peorwakilan Rokyat! Docrch Kabupnaten Daerah Tingkat II Ko
bunien

BAB| 1II :
SEKRETARIAT| WILAYAH/ DAERAH
Bagimn Portam
Kedudukan, Tugas Pokok, thgsl dan Susun(n Organisasi
Pasal 2.

(1) Seckretariat Wilayah/Daerczh adalnh suﬂtu unsur staf yang langsung berada
dibawoh dan bertanggung jawab kepada Bupati Kepale Daerah dalam nenye-
lenggarckan Pemerintchen di Daerch berdasarkan azaos dckonscntrasi, AGm
scntrallsasl dan tugns penbantunn,. “ :

(2) Sckrotarint Wilayah/Dacrah dipinpin olch scorang Sckretaris Wila yah/Du
d Qrah.

Pasal 3
Tugus pékok Sckretariat Wilayah/D"crch dnlah ¢

de Nenyelenggoarckan peonbinaan adninistrasi, organisasl dan tatalaksana ter-
hadap scluruh unsur dalan lingkungan Penerintah Daerah, nerberikan pela-
yanan tehnis dan adninistratip kepada Bupatl Kepala Dacrah dan scluruh
perangkat ‘wilayah yang borsengkutans

b. nenbantu Bupatl Kepala Dnerch da 1~n rngnyclenggarakan pcnbrlntﬂhnn dnn
penbangunan Dacrah,

Bwsoi L
Untuk nenyclenggarakan tugas terscbut pada prsal 3 Peraturan Deerah ini,
Sckrotariat Wilaych/Dacrah ncnpuny fungsi ¢ : :

as kordinasi delan arti ncengatur dan nenbina kerja sdma, nengintegrasikaon
dan mensinkronisasikan seluruh ndninistrasi, ternasuk nengkordinasikan
pcnyusunwn Peraturan Perundang-undangan,

‘ be pelayanan drlan arti nenberikan pcelayanan tehnis den adninistratip bagl
seluruh satuan orgoniscsi delam Lingkungan Pernierintch Daorwh dan seluruh
perangkat wilayah yang bersangkutan,

0e poerencanacn dalam arti nenpersiapkan rencana, nenyusun probran dan rie=
nilai pOlTkSO can rencana berdasarkaon kcbigmksan“an dan perafuran perun-
dang-undangan yang berloliu,

de pombinaan. adninistrasi dalan arti nenbine urusan tata usahza, nengelola
dan nenbina kepegawelan, nengelola keuangen dan poerbckalan serta rengas
dakan hubungan dengan lenbagn resnl don n;syerﬁkat

¢e pembinasn organisasi dan tat 1laks~n~ dnlen attdi nelakukan penelitian
pengembangqn dalan rangke nenbina dan nenoliheru seluruh kblcmbabgan
dan ketatalaksanean,

fo keananan deon ketertiban dalam arti ncemeliheora dan nenbine keananan dan
. ketcrtibqn kedalan,. -

Pascll 5 .
Sceara hirarkhis Sckretariat Wilayah/Dnerch terdiri dari Bagidn—bagian
dan Sub=Sub Bogilone .y
Basal 6
Bagiannbngian schagai dimaksud pasal 5 diatas adolah @
2e Ba gian Penierintahan
be Bagian Hukum dan Organisasi dan T“t lalksana ;.
¢e Bagian Kcuangan ;
‘de Bagian Perckononian ;
ce Bagian Pcnbangunan ;
fe Bagian KOSojahtefaan Rekyat

g’._B_{_;g;ian s 8 o
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Be Bagian Umun, Hubungan Masyarakat dan .Protokol s
he Boginn Kepegawalan,
Bagien Kodue
Daginan Pciierintahan
Pasal 7

Bagian Penierintahan nenpunyai tugas nelcksanalkken scbaglan tugas
Sckretariat Wilayah/Dacrah dalan bicang Perterintahan,

Pasal 8

Untuk nenyclenggarokan tugas torsehbut pasal 7 Peraturan Dacrah ini,
Bagian Pemerintahan nenpunyai fungsi ¢ " .

0

2 nelakukan persiapan scgala scsuatu untuk nenyelesaikan nasalah dibidang
kctataprnjaan, pengeonbangan perkotaen, penerintzhan desa dan kependuduke
{'III.

be mélakukan kegiatan dibicdang kétataprajaan, pengenbangan perkotaan, °
pencrintahan desa, kependudukan dan ketertiban,
€. lenyclcnggorakan tata usahn Bagian;
Pasal 9
Bagi.an Pcmorintahan terdiri dari : \
ae Sub Bagian Totapraja H .
be Sub Baginn Pongenbangan Perkotann H
€s Sub Brgion Ponerintchan Desa 5
de Sub Bagian Kependudukan :
€s Sub Baginn Xctertiban,.
Pasal 10
Sub Brgian Totaprajea ilenipunyai tuges ¢

ae ricnerina, nensistinatisasikan, lengenalisn den nengevaluasi laporan-1a-
poran tentang poricrintohan dari Kcpala Penerintah, Wllayah Kccanatan s

be nenpersiapkan pengangkatan dan perberhention anggota dan pirpinan Dewan
Perwakilan Rokyat Decorah 3 ; :

Ce. nelipersiapkan segala bahan. yang diperlukan: tentang Pencalonan, Pengue
sulan, Pengangkatan dan Ponberhentinn Bupntld Kepala Daerah, para Pernban-
tu Bupati, Sckretaris Wilayah/Dacrah seria pengangkatsn dan Pomberhon-
tian Kepala Wlayoh Kecanatan ; . '

de menpersiapkan ponientukan, penghapusan, perubahan bates, perubahen na-
na Wileyah/Dacrah Tingkat II, Wilayah Pembontu Bupati, dan Wlayah Keca=
Hatan scrta penindahan, perobahen nena itukota Wilayah/Dacrah Tingkat IT
dan V¥ileoyeoh Kceanatan ' -

@e Nonpersiapkan petunjuk-petunjulk tentang penyclenggaranmn perierintahan
di wilayah-wilayah Kceanaton :

fe nenyclenpgarakan kepleoton-kegiatan dalan rongke Ponilihan Unun ncnurut

peraturan perundang-undengan yang berlaku,
' Pasal i1
Sub Bagion Pengenbangan Perkotaan nenpunyai tugas ¢

Qe Ilenguipulkeon nensistinatisasilkan dan nengolah data pongenbangan perko-
taan 3 !

be nenelihara den rnemayajiken dokurientasi infornasi pengenbangan perkotaan

¢, necrunugkan petunjuk-petunjuk can kebijeksannan pelaksanasn pengenbange
an perkotaan i ‘ .

de menyclcnsgarakanI{e@iatan-kegiatan untuk pengenbangen porkotaan

Ce mHenyecelengparaken lterjn sana antar kota )

e NCNYClLCNEER o o o
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T
f. menyelenggarakan pengurusan|surat menyurat dan kearsipan ;

Be menyelenggarakan peruimusan naskah laporan ;

Pasal | 12
. Sub Bagian Pemerintahan De¢sa mempunyail tugas @
a. mempersiapkan ketentuan-ketentuan penggabungan, pemekaran dan
penghapusan desa ;

b, nempersiapkan ketentuan-ketentuan tentang pemilihan, pengangkatan
dan penmberhentian Kepala Desa, Pamong Desa serta mengawasi pelaksa-
naannya ;

ce nempersiapkan ketentuan-ketentuan tefitang penyelenggaraan dan
pengamnanan Pemlerintahan Desa ;

de nemperslapkan petunjuk-petunjuk tentang penghasilan desa dan
penggunaannya serta peneliharaan harta benda hokayaan desae

c.oal 13
' Sub Bagian Kependudukan nenpunyai tugas :
ae nenyelenggarakan pendaftaran.penduduk termasuk orang asing ;

be menyusun petunjuk-petunjuk tentang pelaksahaan_pembuatan akte per
kawinan, -akte pengenal dan lain-lain akte sesual dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku ; -

Ce Ilerencanakan scgala kegiatan untuk nenperlancar pclaksanaan
transmigrasi lokal nmaupun nasional ;

de menbina kegiatan yang bersangkutan dengan nasalah ketenaga-
kerjaan dan perburuan di daerah ;

Ce menperlanﬂr segala koglauan pelaksanaan keluarga berencana,
. Pasal |14
Sub Bagian Kctertiban menpunyal tugas :

as nengikuti, nengunpul :an, nensistinatisasikan dan rienganalisa
- laporan~laporan dan peristiwa-peristiwa yang nenyangkut ketentran
an dan ketertiban umun ; -

b, nenyusun petunjuk-pectunjuk pengananan peclaksanaan Peraturan
© Daerah dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya serta rniengadakan
hubungan dengan Instansi lain dalan rangka intensifikasi penye-
lidikan terhadap pelanggaran Pcraturan Daerah dan Peraturan
Perundang-Undangan lainnya j

ce turut .mercncanakan penyclesaian perselisihan perburuhan §

de nmenberikan pertimbangan yang berhubungan dengan legalites
dan pemberian izin yang nenyangkut kctertiban unun

ce Nenpersiapkan rencana pcenggunaan dan penibinaan polisl panong
praja.

Engian Ketiga
Baglen Hukun dan Organisasi & Tataleksana
Pasal | 15

Bagian Huwkun den Orgenisasi & Tatolaksana nempunyal tugas pe-
laksanaan scbaglan tugas Sekretariat Wllayuh/D"erah dalan - bidang
hukun dan organisasi Tetalaksanae

Pasal | 16
Untuk nenyelenbgnquqn tugas tersebut pesal 15 Peraturan

Daerah ini, Bagian Hukun dan Organdsasi & Tetalak;ana.nempunyhl
“fungei’

'ne nenpersiaplkan .
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nenpersiopkan rancangan Peraturan Dﬂer ah dan monelltl

produls-pro duk huluu lainnya ; 5

rnemberikan bantuan hukun didalan dan diluar. peng“dilun :

nengikuti dan nmengolah pc kenbangan hulkun

rnelckukan penclitian dan pengenbang gan organisasi dan
ketatelaksanacn ;

nelcksenakan kogiatan pcrpustakaan

nenyelenggarakan tata ussha bagian,
Pasal 17.

Bagian Hukum den Organisasi & Tgtalwk ane. terdlrl dart :
Sub: Bagian Perundang-Undnangan ;

Sub Bagion Tata Hykun

Sub Bagizn Organisnsi & Tatalaksana ;

Sub Bagian Perpustnkoan, : <
Prsal 18.
Sub Bﬁclﬂn Perundang-Unde nbnn nenpunyoi tugas @ >

nengikuti perizenbangan hukun pada unumnya den khususnya

yang nenyangkut tugns Penerintah Dneresh

mengadakan penclitian, pcnﬂulpulﬂn'c an pengolahan data hukum
yang berhubungan dengnan tugas Peuorlntﬁh Daerah
nenpersiapkan Rancangan Perturan Draerch Tingkat 1T dqn meneli-
ti procduk-procduk lainnya ;

nenertibkan Lonbaran Dacrah,
Pasal 19

Sub Bagian Tata Hukum neapunyai tugas ¢
nenyelesaikan persoalan-persoalan hukum yang nenyangkut bidang .
tugas Penerintoh Dacrah

nemberikar bantuan hukun- didalam dan diluar peng roilﬂn kem
pada Pegawal dalam lingkungan penerintshan di daerah yang tet-
gangkut perkara dalon hubungan ke dinasan. :

Prsal 20

i

Sub Bogian Orgonisasi & Tatalnksana ncnpunyci tugas @

)

mengunpulkan, nensistimatisasikan dan nengolah data yang
diperlukan ;

nempelajari, nengennlisa, nenilei don menajukan saran per=
baikan tentang peruwiusan tuJu“n, snsaren, fungsi dan susunan
organisasl senua satuan organisasi dalam lingkungen Permerine-
tahan di. Drerch B

monugnqllua, neni
dan kwalitas sar
1c (€N

ilai dan merumuskan ponetapan ukuran, jenis
"‘I
lingkungan Pc nt

:erj‘ bagl senua satuan organisasi dalam
‘“h.”ll u_l_ D" ?.,h. ; : )

nempelajari, menganalisa, menilimd .Y nemnajukan saran, per-
brikan sistin, tatacara, iletode, beb:n kerja dan ukuren ker-
Ja

nenyclengsarckan perunussn naskeh leroran dan penyediaan
dutao

s
oL
il

Prasal 21
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Pas&y 21

Sub Bagian Perpustekoan ricmpunyai tugas ¢
a, nerencanckan keperluan perpustakaan

be memelihara buku dan--alat-alat perpustakaan lainnya ‘serta
neneliheora adniniétresinye.' . .

t.lmengatur pcnin31uan Luku—buku.

B¢ an Keenpat &
Baglnn Keuangen

Peasal 22

Bagian Keueongsan menpunysi tuges m011KUhnwk n scbagian tugas
Sekrotariat Wileysh/Daerah dalam bidang keunnzom.

Pasall 23

Untuk ncnyclensgarckan tugas terschut posal 22, Bagian Keuangan '
menpunyai fungsi ¢ :

as nempersiepkan bahan dan renyusun Anggaran Pemdepatan dan Belanja
Daerah ;

be mengelola administrasli keuanran decrah @
eng H

¢. mongadakan penilaian pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Dacrah 3 :

de menyusun Rencana Pornturan Dacrah dalean Ricang Kcuangan Dacrah

e merumuskan petunjuk-petunjuk pelnksanaan Peraturan Dacrah ded an
bidang Keuangan' Dacrah . i

fe turut serta mercncanakan dan mempersispkan ketentuan-ketentymn
peningkatan Pendepatan Dacrah ;

B« nenyclengparskan tata usaha bagian,

Pasal 24
B(uiwn Keuangan tcrﬂlri dari @
2. Sub Begian Angparen §
be Sub Bagian Penbukuan ;
¢. -Sub Bagian Perbondaharaan ;
de Sub Begian Pcmbinaan_sﬁﬁbcr pencopatan deaeral,

. Pascl 25
Sub Bagian Anggaran nenpuny a 1 tugas ¢

ae nenpersiapkan rencena Anggaran Pendapatan dan Belenja Dacrah
dan petunjuk~petunjuk“tentang pcloksancan Anpgaran Pendapatan
dan Belanja Dacrah

bs menylapkan Surat Koputusan Otorisasi

: Pasal| 26
Sub Baginn Pembukuan mempunyai tugas ¢
a. mengelola tata pemLukuqn Nenybn 1 penerinaan-penerinaan dan
pengeluannm menurut tujuannyz
b.“memériksa, rmencliti dan mcnilai realisasi Anggaran Pendapetog
... dan Belanja Dacrah
Cs Menerlme can nenbgnpllsh I poran-lﬂporwn tentang penggunaan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Deerah dan nenpersiapkan
Perhitungan Anggaran.

Pasnl 27
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Pasal 27

Sub Bogian Perbendaharcan nenpunyai tugas ¢

as ncnerbitkan Surat Perintah Penasihan j

be ncnguji kebenaran penagihan dan nenerbdtkan Surat Perintah

b

¢,

de

Ce

fe

ae

e

Ce

k? be
Ce

Ce

B,

Menbeyar uwang -atas keputusan otorisasi

¢, nenberikan portimbangan can nengikuti pelaksanaan ponyclesalan

nasalah#nasalah perbendabaraan dan genti rugi.

Pasal 28
Sub Bagian Pombinean Sunlor Pendapatan Daerah nerpunyat tugas:

nerencanckan cen nerumuskan peningkatan sunber-sumber pendapate
an cdaerah : ' : A

nerunuskan petunjuk-pctunjuk tentang peningkatan dan pembinaan
pendapatan dacrah ; .

turut serta nenyiapken petunjuk-petunjuk tehnis tentang pelak-

sancan peningkatan sunber pendapatan dograh - §

sccara hirarkhis nenbina unit organisasi Yyang ada hutungannya
dengan pcmasukan keuangan dacrah 3 -

turut nerumuskan Peraturan Daerah tentang Peningkatan Sunber
Pendepatan Dacrah .

menerimna, nensistinatisasikan dan nenpanalisa laporan-laporan
tentan; pendapatan dacrah s '

nengikuti kegiatan-kegiatan peningkatan pencapatan dacrahe
Bagion Kelina

Bapgion Perckononian

' Pasal 29

3

Bagian Perckonomian ncmpunyai tugas mekekssnakan sebagian tugas

Sckretariat Wilayah/Dacrah ditidang perckonoriane

Pasal 30
Untuk menyclenggarakan tuges terschbut pasel 29 Peraturan Daerah

ini, Baginan Perckonomnion nenpunyad fungsi @

meribina, mendorong dan mengenbangkan perckonondian nasyarakat,
prasarana perckononlen masyarakat, porusahnan daerah, perbankan
dacrgh den lombaga perkreditam Coerah dan kepariwigataan dacrah

nengembangkan dan nengelola lalu lintas komiditi dan trayek-
trayck {transportasi scsuai dengan Peraturan Perundang-Undangan
yang berleku ; '

negyelongsarakan tata usaha bagian.

Pesal 3

_ Bagidn Perckonorian terdiri dari @

Suly Bagian Pcecmbinann Perckonominn Rokyat ;

Sub Baglan Penlinnan Pragarana Porckonomian Rakyat

Sub Brsslan Pembinasn Perusahaad Drerah dan Perlankan Daerah 3
Sub DBagian Pcembinaan Rardwisata Deocrah,.

Pasel 32

Sub Bagzlan Pembinaan Perckonomian Rekyat nenpunyad tugas
nendorons Mudidaya perkenmbangan perckonomian Rakyat

. be nendorons . o

ws .




= 10k =
b, mendorong reninskatan pengolahan hasil perckonmonian dan
keglatan perindustrian rakyat ;
cennendorons pentinaan tata~niaga hasil produksi rakyat ;
Ce, licnyclengparskan perunusan naskeh laporan dan penyediaan data,

. Pasal 33
Sub Beglan Ponltinaan Prasarana Perckondmian Rakyat nenpunyai
tugas ¢ RO : X
2e nengatur trayck-trayck transportasi ; '
be nengusahakan kelancaran lalu lintas konoditi ;

Ce ncrbina poningkatan sarana den prasarana perckononian raokyat,

Pasal 34

Sul Baglan Pemlinasn Perusahasn Daerah dan Pcrlankan Dacrah
nenpunyai tuges

& Dengunpulken, mensistimatisasikan dan nenganalisa data dan
laporan Pcrusahaan Dacrah dan Perlbankan Deerah )

be ncreoncanakan dan rem ersidrkan ketentuan-ketentuan untuk pen-
binaan Perusahnan Daerah, Perbankan Daerah can Lenltaga Perkre-
itan Daerah j

ce mengikuti keglatan~kegiatan Porusahann Daerah, Perbankan Daerah
dan Lombaga Porkreditan Doerah, v :
Rasal |35

Sub Bagian Pomlimesan Fariwisata Daoorzh nenpunyal tugas @

& nengunpulkan, nensistinatisasikan can nenganalisa data kepa-
riwisataan di Daecran .

be membina, nendorong can Hengenltangkan kepariwlsataan Dagrah ;

€e nengikuti keglatan-kegiatan kepariwisataan di Daera .

Bagian Kcenan
Bagian Pembanrunan

< Pasal 36

Bagian Pembangunan nenpunyai tugas nelaksanakan sctagian tugnas
Sckrebariat wilayah/Dacrah ditidang Pembangunan yang dibiayad d¢-
ngan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, tantuan Pcnbangunan
chndmmﬁmmaPmmmmmmnIMmmhﬁLMQmm Tingkat I dpn Pefierine
tah Pusat, ' S “ -

Pasal 37

Untuk ﬁenyelengaarakan tugas tersecltut pasal 36 Peratursn Dacrah
ini, Baglian Pembanpunan menpunyail fungsi @

: .
as nengunpulkan, nemelihars dan nenrolah data~data scrta nenyaji-
ken dokumentasi infornasi 3

be melakukan kordinasi penyusunan prograon tahunen penbarigunan
daerahdalan Iingkunpan Sckretariat Wilayah/Daerah dam satuan
organisasi lain yeong dltugnskan kepadanya 3 .

Cs Nengadakan pengencdalian administrasip pelaksanaan petibangunan
daerah yang dil biayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Dacrah, Bantuen Penbanpunan dan cana~dana penlangunagl lain dari
Dacrah Tinrkat I dan Perierintah Pusat s \

Ge Delaksanakan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksan aan D Gl
Langunan, .

Pasal _ 38
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Pa sal 39

Sub Bagiean Penyusunan Polwks.naan Progrﬁn nenpunyai- tugﬂs &

Mengunpulkan, menganalisa dan mengolah bahan-Lohan untuk penyusune-
an progran Pernbangunan Daerah yang diajukan olch Da slan=baglian pada
Sckretariat Wilaysh/Dacrah dan satuan organisasi lain yang A tugese
kan kepadanya, yang ibiayai olch Anrparan Penmaputan dan Belanja
Daerah Tingkat II, Bantuan Dacrah Tinskat I dan Lantuan Pomerintah |
Pusat dalan ranska koordirasi penyusunan progran=progran Perbangune
an Docrah,

Posal 40
b Bagian Pengendalian Pclaksanasn Procran nenpunyal tugas ¢
renyiapkan pecdonan dan menteri vetunjuk cara polaksanaan yang
dibiayai olch Anggaran Pendapatan can Belanja Dacrah Tingkat II,

ana penbangunan lain cdari pada DL-

5]
®

bantuan Pcrmbangunan dan Cana-de
erah Tingkat I dan Penerintah Pusat

2

De nenfikuti perkenban;an pulaksnn 2N progran pemlbangunan yang di

biayal dencan Angparanm Pendapatan den Belanja Deerah Tingkat ITI
bantuan Pcnlanrunqn dan dana~dana pembansunan lain dari Daerah

Tingkat I dan Pericrintah Pusat scrta nenyiapkan sarana penyemne
Purnaane.

Pasel 41
Sub Begian Evaluasi dan Laporan nenpuny ai tuﬁ H
as nengumpullian dan nengolah data peleksencan progran penbansunan ¢

4
be menyusun bahan laporan pelaksanaan progran Penbansunan Dnerah s

.
-

Lepken Fetujuh
Bagian Kesejohteraan Rakyat
Pasal )_‘2

Bogian Kesejahterann Rakyrt nempunyai tugas rielaksanakan seba~

Glan turas Sckretariat Wilayah/Doerah dalan bid an;: Kesejahteraan
Rakyat, . i .

Pasal 43

Untuk nmenyeclenggarakan tusgas tersclut pasel L2 Peraturan Daerah
ini, Daglan Kescjahteraan Rakyat nempunyai fungsi @

Qe Nerunfigkan rencana, mengarahken dan nen: koordln(sikan kegiatan~
keglatan peninckaten kesejahtoraan rokyat ‘

’ o
be menpgatur perijinan usaha s051ul sesuai dengan peraturan perunaang-
uhdangan yang Lbeorleku

9::

Oy

Ce nemyelchpparckan tata-usaha boglane

Pasal 4L
Bagian Kescjahtcraan Rakyat terdiri dari
as Sub Damlan Sosial

b
be Sub DBagion Agena, Pendidikan dan Keludaycan
Ce S@b Baglen Keschatan Masyarakat.

‘ Pasal 45
Sulb Bagdlan Sosial nempunycl tugas @

a4 Nengunpullkan, mensistimatisasikan don mengansdisa data yang ber-
hubungzén dengan pénderita cacacd, tuna kerja, tuna wisma, panti

asuhany korban bencans alam Qan lain-lain

\

. : be mengatur P
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be nenpatur pemberian ijin terhadap kegiatom=kegiatan sosial
yang berhubungan dengan pertunjukan-portunjukan, uncian,
basar melan dan lain-lain ; -

Ce Kerencenckan, menpatur Cnn nengkoordinasikan bantuan kepaca
badan-badan sosial can bencana alan 3 " .

de: nicnckoordinasikan percacanaan Cen penbangunan perwrinhan

- rakyat, : 7 » : .

' Pasal 46
Sut DBagian Agena, Pendillikan dan Kepudayaan nempunyai tugas @

&« nensunpulkan, nensistinatisasikan dan menganalisa data dalan
tidang Agama, Pendidikan “an Keludayaan ; ‘ !

be nmorencanzkan Pemberian Lantuan terhacdap kepiaten masyarakat
dbidang ke agenaan ; : e 0 ;

Ca mengkoordinasikan percncanaan kesiatan-kegintan untuk memupuk
kepercayaan rokyat dalan Lidans ke aganaan dan kepercayaan
nasing-nasing '

de’ merenconekan keriatan peningkatan kerukunan hidup beragama

Ce ncnbantu Instansi yang Lertupas Calam licdang Urusan Haji

fe meronconskan pemberian bantuan torhadep kegiatan nasyarakat

' dalan bidang Pendidikan can Kebudayaan ;

e NMerchcanakan keglatan~kepgiatan untuk neningkatkan keolah raw
Bacn, kepramukaan dan kepanduan,

Pesal 47

Sub Daglian Keschatan Meogyarakat menpuny=i ¢

ae mengumpulkan, mensistinatisasiken lan nenganalisa deta
Calam bidang kebersihan dan koschatan nasyarakat ;

be nengkoordinasikan kegiatan-kesintan untuls meninskatkan keler~

' sihan dan keschatan nasyarakat ;- . ' v

Ce mercncanakan peninrkatan sarana kcschatan dan nenskoardinasikna
pombrantasan penyskit nenular, ponrawasan Runah Sakit, Pcru-
sahnan obat~obatan dan lain-lain H ' '

.

Qe nmenpgkoordinasikan pelaksatiaan Adbidans keluarsa berencana,
Peningkatan nutu pizi makanan rekyate
" Bagian Kcdelapan o .
Bagian Uiuni, Hulunrsan Masyarnkat dan. Protokel
Pasal| 48

Bagian Unurm, Hulunran Magyarckat lan Protokol nenpmnyai
tugas nelaksanakan sehasian tusas Sckrctarint Wilayah/ Doerah .
dalam bidang Upun, Hubungan Masyarakat dan Protokol.

Pasal| 49
Untuk nenyel.ensinarakan tusas terscltut pasal 48 Poreturan Dace’
rah ini, Dagian Umnun, Hubunian Masyarakat can Protoko} nenpunyai
~tugas

ae nclaksanakan \irusan tata usaha dan Poibinaan kearsiypan ;
b, neclaksanakan urusan rumah tansra Schretariat Wilayewh/Daerah

Ce nclaksanakan uiusan dan kesiatan keamanan kedalan tterhadap
personil, nctardil dan informesi N

de nenradakan hultunizan dengan lembasa resni dan nasyairekat delam
rancka tukar menukar perlberian inforrasi 3

ce melakukan urusan protokol dan perjalanan dinas ;

fo ricnyclcns e« s
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nenyclencrarakan tata usaha Bagian,

Pasal 50 : : ‘ll
Bahian,Umum, Hultungan Masyarakat dan Protokol terdiri dari
Sub Bardian Tata Usaha ; :
Sm:Dmim1Mmm1Tmmﬂ1; ‘ _
Sub Barian Pongamanan, Sani dan Toiqkomunikasi s
Sub Baglan Hulungan Masyarakat den Protokol ;
Sul> Dardan Penpadaan dan Perawatan Eorélatan.

Pasal 51
Sub Dagiapﬂrgta Usaha nenpunyai tupas ¢

nenerina, mensetik, hengrandakar, lenpagendakan, nengekspi di-
slkan dan mengirin surat-surat;; .

fenyclensrarakan dan nenbing kearsipan, . -
Pasal - 52

Sul Dagisn Runmah Tangza mempunyad turas ¢ " A

nenyclengrarakan admnini strasi dan inventarisasi harta bonda
Sckrotariat_Wilayah/Daerah : : :

nensurus penyediaan, bpenyinpanan dan ‘penreluaran barang-barang
untuk keperluan Pomcrintah Daerah 3 - .

nmmmmmlmwmhmnrmmhjamhm]hmﬁqumL¢M@ﬁm(Mnrw-
nah jabatan lainnya ;

flehzurus penrsunasn dan peneliharanan kendaraan dinas Sckreta-
riat Wilayah/D-orah 3

nenyciiakan tempat dnon keperluan ropat dan pertomuan dinag
lainnya ;- - '

menyeclenrsareskan bengamanan fisik kantor Bupati Xcpala Daerak

nengatur dan noirelihara keborsihan mang kantor dan pckarang-
ANNyae ) :

e

Pasal 53 ,
Sul Baglan Pengamanan, Sandi dan Telckonunikasi mempunyad tugas

Henyusun petunjuk-potunjuk tentans penceamanan StZeshast, pen-
sonil dan naterdiil ; - )

rnerencanakan keglatan~kerintan Pensananan informasi, bersonil
dan materiil 3 | ;

engirim, nengcrima dan nenyampalkan lorita sandi dag berita-
Lerita lainnya - :

merbina, nensoenkbanskan dan hernelihara alate-alat sandi dan telo-
konmunikagi ;. St

Henzatur jardnrqan hubunran komunikasi, ’

Pasal 51 )
Sub Bardan Hubunran Masyarskat dan Protokol mempunyad tupas @

nengikutl scpgala kegiatan-kegiatan Perorintan Dagrah, Instamei-
Instansi Permprintah lainnya dan Perkembangan yanr ter$adi dida-
lan nagyarakint H i '

nenjadd, juru bicara Perierintah di'Daorah,scsuai denron pctunjuk
yang diberikan olch Bupati Kopala Dacrah H -

flongumptilkan dan menrolah date selagal bohan pomberita y
enyelanyggarinkan bPencrlvitan den menratur penycbarannya 3

Co Nomporsiapkian « e

-
-
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fe
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A

Ye

Ce

mcnpcrsiayk n acorn perjalanan dinas pinpinan Pcemcerintai
Dacrzh- ' ’

ncmpcrslﬁakon ponerinaan tamuetamu Periorintah Dacrah, upatara
upacara polantikan, rapat-rapat dines ca perteruan-perterman
lqinny“ ywn" ﬂlsulonffar.kan oleh Pemerintah Decrah

nengurus perjclanan 1naq.“
Prsal | 55 . v .

sul: Derian Pencadean <dan Perawatan Peraletan ncnpunyai ¢
menrikuti porkembanyan ¢en pengunpulen informesi harta scrta
menilal mutu yeng uipcrluhan Pv”CrintTh Daurhh 3

rnenyclcens Parzkpn tender |

mexyelenrrar.kﬁn perilclian alat-alet jyans @ipcrluken Pone-
rintah Dacrah ; E :

menyclengnarckan adninistrasi pencrinesan dan rengeluaran
alat-alat §

nenratur, poenyimpanan den nenyeclensearskan pericliharaan dan
pengananan barang-barang dalam sudans

nenpersiapkan, nenyusun dan nerunusken petunjuk-pctunjuk
tchnis poneliharaan barang-lberang scria nenrikuti perkenlanie
an pekaksenaen ;

nenclihara runch dinase ' ' : .

Da"l n Kescnbilan

Bagian Keperawalan .
E Pasall 56
Do an Keperowedan menpunyai - tuges melsksanckan selagian .

'tuﬁas Sokrctariat Wllﬁth/Dcerah dalan Llcanr Kopcrnwalﬁn.

Pasal 57 - .
sarakan tusas terschut pasal 56 Percturan

&

‘Untuk ncnyclcn

“qurah ini Dagion Kepegawaian mempunyai funpgsi ¢

Qe

e

Ce

Qe

Ce

d.

.mempcrsiapkan,Peratar 1 Daerah dolam Licans Kepegawaian

nelaksanakan administrasi Kepegawoian

merencanckan dan melaksanakan keriatan untuk<moningkatkan
kcschhtcrean pegawal

nclakuk n keriatan pemlidnaan ka rier pc”ﬁwai 4

molwkukan se“alc scsuatu yanr- mcenyangkut ket uJukan hukun
pefawal . ' ' '

melgksanakan administraéi pensiun
menyclennraraken teta uscha Bagian,

Pascl 58?
Dabian Kcnegewai(n tordiri dnri H
Sub_b;glﬁn Unum Kcpogawaian
Sulb Begion Pengenbongsen Kericer pecawal 3
Sul: Baglan Mutasi Pognwai $
sub DBardan Pensiun,

Pasal 59

- Sub Degian Unun Kepegawaian menpunyod tugas ¢

ap 1monrikuti o o o
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Qe mongikuti.porkemtangan Eeraturan.Porundan@-undangan.dalam
Vidang kepepawaian : . ' :

be nenyelenpparakan segala sosuatu fengenai kedudukan hukun
 pesawadi s : ‘

Ce meroncanakan’dan'mencurus keglatan untuk neningkatkan kesejah=
ternan Popawai, monyolqngﬁaraknn.DalQi'Pcncobatan dan Perumaohe

an 3 Ty : Pk = . W .
de nenyelengrarakan Perunusan naskah laporan (an renycdiaan data,

&y

S .Pasal 60 e o
Sub Darian Pengenbanran Karier Pcpawai mempuﬁydi tucas':'

Qe nengunpulkan dan nenrolah Cata Pesawal untuk percncanaarn.
kepcrawaian H '

Le morencanakan susunan kepceawalan (formagi ) 3

Ce Menpersiapkan scsala kegiatan yanr Lorhulunpan dengan permberian
Penchargaan (an tanda jaga terhacap pPegowal ‘ S

‘e Nerencanakan rendidikan pegawal Qen ujian dinas,

_ Pasal 61
Sub Barian Mutagi Pegawel nenpunyai tuges &

Ae Nelakukan penyelesaian-ﬂdministrasi kepegawaisan nengenai .-
pengangkatan, kenaikan DPangkat, konaikan'gaji, remindahan,
Penberhentian sencntara, benlerhentinn, bensiun, cuti, tugas
hélajar; hukuman,jabatan dan 1ain—1ain-menconai Peoawai Neges

“ri Sipil Pugat dan Pepawad Negeri Sipil Dacrah e R

be nenyusun daftsr urutakepnnﬁkatqanogawai Pusat dan;Daerah'se-
umunsdu&i; - e o '

Ce Denelihara daftar ponilnaian relakssnaan pekerjasn (concuite .
staat ) ; ' o : "y

e berpersiapkan datp kepegawaian busat dan dacral, . |

- &
. Pasal 62 g :
- Sul Bagdan Peonsiun menpunyai turag , R

%o nonbantu Kepala Bagian Kepepawsian Adalan bidang turasnya ;
be nmenyclesaikan acministrasi pensiun g o
Ce INcrcncanakan dan nempersiapkan Surat'Keputusan Pensiun j
de melnksanakan dan nenyelcsaikan pendaftaran igtri-igtrd/anak-
anak scbagad Yanr lLerhok mcnerima'ponsiun Janda/cuda,
Darian Keseopuluh E  Fie
Tota Kérja ) )

- Pasal 63 ) :

(1) aalan nelaksannkan tugasnya Sckrotaris Wilayah/Dacrah, para
Kepaln Bagian dan Kepala 8ul Bnian nenerapkan prinsip koordi-
nasi, inteprosi dan sinkronisagsi secara vertikal dan horison-
tal 3 : Ly

(2) sctiap pinpinan gatuan organisasi dalam linrkunran Sckretariat
Wilayah/Daorah Lertangziunr jawal neninpin Can enckoordina=
sikan bawahannya nasing-nasing don nenberikan bimbinsan serta
potunjuk-pctunjuk bard velaksanaan: tupag bawahanny a1,

= : " . R
Pasal 64 ot ‘

(1) setlap pimpinan eatusn orzanisasi memgilkuti dan, mematuhi oo~
tunjukhpctunjuk (lanm bortangs~ung Jawalk kepada atagan naging=
nasing dan.memynmpaikan laporan pada;wnktunya,;

(élsaumi.. A
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(2) setiop laporan yane Jitdrima olch pimpinan satuan orsenisasi
cari baweshan, dlolah dan dipersunakan sclagei bahan penyusune
an lelih lanjut can untuk nenberikan petunjuk kepada bawahan,

Pasal 65‘

Para Kcpala Sul Daglan nenyampaikan laporen pada woktunya kepada
Kopala Dagian scsunl dengan ticdeng tupasnya dan para Kepala Dagi-
an nenanpuns laporan tersehut dan menyusun laporan untuk A san-
paikan tepat pada waktunya lkicpada Sekretaris Wilayah/Docrah,

' _Pasal | 66

Dalan menyenpailkan laporan kepada atasan, tenbusan laporan di
sampaikan pula kcpada satuan organisasi lain yang sccara fungsionil
nenpunyal hubungan kcerja. ' .

Pasal @ 67

Dalan:nclaksanakan tugasnya setiap pinpinan satuan organisasi
dibantu oleh pinmpinan satuan organisasi bawshannya dalan ranska |
penberian binbingan kepada bawahen nasing-nasing nengadakan ra-
pat berkale,

. Pasal | 68

Kepala Sub Bagian Penganansn, Sandi don Telckonunikasi dalam
neajalanken tugasnya taktis oporasionil berada dibawah dan ber-
tangrung jawab kepada Sckre¥eris Wilayah/Deerah, sedang tchnis
aduinistra¥lp Lerada dan bertangsuns jawal kepada Kepala Dagian

 Unun, Hubunzan Masyarakat dan Protokol.

D AB |III
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH,
' . Dagian Pertama ‘ :
Kecdudukan, Tuges Pokok, Funpsi dan Susunan Organisasi
. ' Pasal | 69
(1) Sckretariat Dewan Perwakilan Rakyat Dnerah adalah unsur staf

yang ncenbantu Pimpinan Dewan Perwakilon Rakyat Daerah dalan
menyclenggarakan tqgas dan kewajilan

(2) Sckretariat Dewan Perwekilan Rakyat Dacrah di pimpin olch
scorang Sckretaris Dowan Perwakilan Rekyat Doeyahe

Pagal | 70 -

. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai tugas
Melaksanakan segala usaha dan kegiatan dalam menyelenggarskan si-

dang-sidang, pengurusan rumah tangga dan keuangan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah. o ‘ -

Pasal | 71

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pasal 70 Peraturan
gaerah ini, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah nmenpunyai
tugas & | . : A :

ae kordinasi dalam arti mengatur dan menbina kerjasama, menginte-
grasikan dan nengsinkronisasikan seluruh penyelenggaraan tugas '
Sekyetariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 3 Lo ‘

Pe perencanaan dalam arti mempersiapkan rencana, mengolah, menela-
‘ah ean mengkorﬁinasikan perurnusan kebijeksanaan pimpinan Dewan.
Pepyakilan Rakyat Daerah ;

Ce Imenbingan aéministratip dalan arti renbina urusan tata usaha,
iengolah den membina kepegawaian, mengolah kcuangan dan perbe-
kalan Dewpn Perwakilan Rakyat Daerah ps :

de manyclenggarakan persidangan dan perbuatan risalazh rapat-rapat
yang disdlenggarakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;

Ce keamanan ¢ e
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e kecarlanan dan ketertiban dalam arti rertelihara dan eribina
keananan serta ketertiban kedalarn, o

Pasal 72

Sekretariat Dewan Pérwakilan Rakyat Daerah terdiri dari :
ae SUb Bagian Upun s ’
bs Sub Bagian Porsidangan dan Risalah ;
Ce SUD Bagian Keuangan,
Pasal 73
Sub Bagian Utun nenpunyal tugas :
2e¢ menpersiapkan benyelenggaraan rapat-rapat Dewan Perwakilan

+ Rakyat Daerah :

be nempersiapkan rencana pefjalanan dinas pimpinan'dan anggota-
anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 3

Ce Icngurne runah tamgga, runah Jabatan dan gedung-gedung Dewan
Pervakilan Rakyat Daerah ]

de ncngurus kendaraan dinas dan barang-barang lainnya dan nenye-
lenggaralkan keananan pada kanthyr Dewan Perwakilan RakyatADﬁerah 3

mélaksanakan pekerjaan surat-rienyurat Yang diperlukan Qiehv
Dewan Perwakilean Rakyat Daerah, '

Pasal 74
Sub Bagian Persidangan dan Risgalsh Denpunyai tugas
de Denyelenggarakan penbuatan risalah repat-rapat yang diadakan
Dewan Perwakilan Rokyat Daerah ;

be nmenpersiapkan benerinaan tamu-tanu pinpinan Dewan Perwakilan
Rckyat Daerah |

Ce Nenpersiapkan repat-rapat yang diselenggarakan oIeh Dewan
Perwakilan Rokyat Daerah, ‘baik sonl adninistrasi maupun tata
temnpat, ,

Peael 75

Sub Bagien Keuangan nenpunyai tugas @

2e llerencanmlgan anggaran pengeluafnn Sekretariat Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah : ' ' »

be nengurusg kKeuangan untuk Keperluan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah §

Ce Ienyusun }aporan kewangan Sekretarint Dewan Perwakilan Rakyat
DZ"..eI‘Clll. ) .

Bagian Kedua
Tata kerja

Pas=2l 76
Sekretarfls Dgwan Perwakiilon- Rakynt Deerah dalen nenjalankan
tugasnya bertangsung jawa'p kepnda Ketua Dewrn Perwakilan Rokyat

Daerah drn tehnig adninisstpatip mengikuti vettnjuk dan dibina
O0leh Sekreyoris Wilayam/Daerah.

Pasal



|
Fe-.
Pasng 77

(1) Dalam nelaksaonokan tugasnya Sckretaris Dewan Perwokilan
Ralkyat Daerah den para Kopala Sub Bagian nencrapkan prinsip
koordinasi, integrasi dpn ei kronisasi,

(2) Setiap pimpinnn satuan,ér@anisasi dalam lingkungan Sekreta-
riat Dewan Perwckilan Relkyat Daerah bertanggung jawab nemimpin
dan nengkordinasilkan bawahannya nesing-masing dan nenberikan
- binbingan sorta petunjuk-petunjuk bagi peloksaan tugas bawae
hangya. ‘ o
. Pasal 78

(1)  Setiasp pinpinan dalan satunn organisasi wajib nengikuti dan

- nematuhi petunjuk-pectunjuk dan bertangsung jawab kepada atage-
an nasing-nasing dan nenyampaikan Iaporean berkala pada wake
tunya, - . 2

(2) Setiap laporan yong diterima oleh satuan organisasi dari ba-
wehan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan pengusunan
laporan lebih lanjut dan’ untulk nemberikan petunjuk-petunjuk
kepada bawahan, : ‘ ‘

BAB 1V
LAIN .+ LAIN
Pasal 79

denjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian di- .
atur kemudian sesuai dengan peraturan-peraturan perundang-undabgan
yang berlaku, _

\' Pasall 80

- Bagan susunan orgenisasi Sekretariat Wilayah/Deerah dan Sekre-
$ariat Dewan Perwakilan Raky~t Daerah tercamtum pada lampiran
Perataran Decrah ini, b

BAB |V
PENUTUP
Pasal| 81

Dengan berlakuny: Peraturan Daerch ini, maka Keputusan Bupati
Kepala Daerah Tingka® IT Kebumen tanggal 29 Juli 1973 Norior ¢
025/HK/1973 dan ketentuan ketentuan loin yang bertentangan dengan
Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagie '

Pasal 82

Hal~hal yang belunm diatur da L am Pofaturan Daeyah ini akan
diatur oleh Bupati Kepala Daerah, - ’ '

Posali| 83 .
Peraturan Daerzia ini rulsi berleku pada tanggal diundangkan,

: : 'Kebumen, i funi 1980, .
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH . BUPATT KEPALA DAERAH 'TINGKAT II

CABUPATEN DAERAH TINGKAT I KE3UMEN ., KEBUMETN :
KETU A : ' :
ttd. ttd.
SINGGIH RAMELAN, ' Dr5« DADIJONO JUDOP'RAFITNO,

Disahkan dengan keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat ¥ Jawa Tengah
tanggal 8 Maret 1982 No, 061.1/20/1982., ; , '
Mundangkan pada tanggal 19 Mei 1382 ,
Dimeat dalam Lembaran Daerah Tahun 1982 Seri. D Nomor 2 (auw),
Sekretaris Wiloyah/Daerah:
. .

o

SOEPARNO SH,
NIP.010013919,
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PENJELASAN'
PERATURAN DAERAH.
KABUPATEN DAERAH TINGKAT IT KLBUMEN
‘ NOMOR 02 'TAHUN 1980 :

. TENTANG .

- " SUSUNAN ORGANISAST DAN TATA KERJA :
) SEKREEARIAT‘WILAYAH/DAERAH KADUPATEN DAERAH TING- .
.. KAT II DAN SEXRETARTAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT °
! DAERAH KABUPATEN 'DAERAH TINGKAT II KEDUMEN, -
I, PENJELASAN UMUM: | - - »
A Y landﬁsan hukun ¢ T

1

e Beraasarken UnCHnr-Undnnr Nomoxr 5 Tahun 1974 tentnnb
Pokok-Pokok Peilerintahan di Daerah, pasal 47 ayat (2)

s A ; nenyatakan bahwa penticntukan, susunan organisasl

i 5 Gan formasl Sekrotariat Dnerah ditctapkan dengan :

T - beraturan Deerch sesuci denpan pedonan yang dltetap~.

Tt kan oleh Mcnucrl Deldan Negerie

! © Demikian pula halnya untuk Sekreta .riat Dewan Perw.kilan

P ‘Rekyat Daerah yaitu-prsal 36 ayat (1).

H . Dnlan pasal 84 ayat (l) Undang-Undang Nomor 5 Teahun,
1974 seleanjutnya dinyatoken bahwa Sekretariat Deerah
adalah Sekretariat Wilayah naka dengen denikian
‘antara Sckretariat Daerah dan Sekretariat Wiloyah

. terdapat unifikasi strukturil, olch karena itu penye-
. ‘butannya adalah Sckroteriat }111yoh/D(erqh.

be Sebagal velwksonann nasal 36, 47 dan 84 Unde anpg-Undang

- Nomor 5 Tahun 1974, telah dikelucn rlean Kepu tusan Men-

* teri Dolam Negori Normor 130 Tohunm 1978 terscbut,
dipandang perlu ncnetapkan Susunan Organisasi dan
Tatakerja Sckretariat Wilayah/Dnerah Tingkat IT,
Sckretariat Kotamndya Daerah Timgkat IT dan Sckreta-
riat Dewan Perwalsilan Rakyaot Drerch Tingkat TI
.schagal perubshan terhndap Keputusan Menteri Dolan

: Negeri Nomor 63 Tahun 197) tentang Pedonan Susunan

. Organisast dan’ Tctﬁkerga Sckretariat D erah

- Tingkat/IIL,

G Bcrdas<rkun pada 511 36, 47 den 84 Undong-Undﬂng
nomnor .5 Tahun 1974 joe. Keputusan Menteri Deolam Negeri
Nomor 130 Tahun 1978 tersebut, dipandeng perlu ncne-
tapkan Susunan Orgenisasi dan Tatakerja Sekretariat
W1lwyah/D~erqh den Sckretarint Dewan Pcrw‘kilan Rekyat

Daerali dalam Peraturan Do erzh. T g ' !

2+ Polok=Pokol Materi : N

Peraturan Dacrch ini wcnrﬂtur 2 (dua) nateri Pokok yaitu
Sekretariat Vﬁlqyth/Dﬂor.h dan Sckrct~r1(t Dcw n Perwakilan
Rakyat Drnerahs : ’ 1

IE, PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.
Posal 1 s/d Pascl 27
Pasal 28 a

L]

cwkup JCl“Sd .
¥ang cimcksud dengan suriber pendapatan
-Asll Dnerah ; yang sudah berjalen
nsupun sunber-sunlber 1 in yang mun,kin
dapat dlbulio

2

Pasal 29 s/d Pusal 60
fP Sﬁl 61

$-'

-cukup jelass

Yanh dimaksud dengan Pegowal Pusat ada--
lah Pogawni Megeri Sipil yang ulpokorja-
kan/dipertantnkan kepada Drerah- dan di
terpatkan i wilayah kerja Kantor Pon-
bantu Bupati dan dltcnnﬂtkwn diwilﬂyah
-chomntin.

LI

Pasal 62 s/d Pasal 80 : cukup 301‘5.

Prsal 81 s/d Pasal 83

cultup jalose

—t-to-—l



